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PUTUSAN
Nomor 574 K/Pid.Sus/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah
memutus perkara Terdakwa :

Nama : BAIQ NURIL MAKNUN;

Tempat lahir : Puyung Pedaleman;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 25 Mei 1978;

Jenis kelamin . Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN BHP Telagawaru Desa

Parampuan, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat;

Agama . lIslam;

Pekerjaan . Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017,
selanjutnya ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai
dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram
karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan
diancam dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mataram tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baig Nuril Maknun terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan
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tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat
(1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril
Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan
dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
kurungan;

3. Barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji
Muslim dengan Baiqg Nuril;

dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri
5C115626K;

- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI
356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim;

- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB;

- 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code:
059CO0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/

2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
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1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah
putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji
Muslim dengan Baiqg Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri
5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan
kepada Haji Imam Mudawin;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI
356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim,
dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;

- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada
Haji Hanafi, S.Sos.;

- 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada
Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code:
059CO0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak,
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/
2017/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;
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Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11
Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mataram pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada
tanggal 11 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain
daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina
dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah
Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang
menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah
Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
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Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan
judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan
Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari
dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum
atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan

hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan

secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta
hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu :

- Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai Kepala
Sekolah, Terdakwa bekerja tenaga honorer dan Landriati sebagai
Bendahara di SMAN 7 Mataram;

- Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim
sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor
sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi;

- Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan
Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh
Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam
renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam
kamar hotel;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan
saksi korban Haji Muslim menyesalkan kedatangan Terdakwa yang terlalu
cepat;

- Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Sanggigi
tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam
percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan
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peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri
Saron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak;

- Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa
tersebut ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi
korban Haji Muslim;

- Bahwa sesuai hasil transkrip dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17
November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim
kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam
Bahasa Sasak adalah sebagai berikut :
"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali,
meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak
keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekali
kuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging -
dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang
ajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOO0O
Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya
apa yang belum ayo .... sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak
bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa
juga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan,
tidak bisa-bisa . .. ayo nungging sudah . .. Eee pantatnya yang besar
montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara
dikulum, eee dia kulum ndak bisa-bisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak
keluar-keluar juga";

- Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut
tetap tersimpan dalam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun
lebih;

- Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa
beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji
Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan
ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone

miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim
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dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data
ke handphone milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut
disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian
memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke
laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;

- Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk
menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin
namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan
yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa
sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan
dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di
handphone milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar
kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidak-tidaknya saksi Haji
Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki
muatan pelanggaran kesusilaan;

- Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah
meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman
pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi
Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi
isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan
demikian seterusnya ke handphone Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati,
Sukrian, Haji Isin dan Hanafi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis
tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam
Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor
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265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana
yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan
tehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga
diharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat dilakukan secara
aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat
dipungkiri bahwa tehnologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena
selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif
untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan
tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam
perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada
khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih
berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik,
terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan
antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan
atas persetujuan orang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan
terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai
telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan
yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya
pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

bagi Terdakwa;
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Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai
Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya
dilanggar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih
sayang Terdakwa,;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut
Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram  Nomor
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji
Muslim dengan Baiqg Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri
5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan
kepada Haji Imam Mudawin;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI
356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim,
dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;

- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada
Haji Hanafi, S.Sos.;

- 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada
Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code
059COR4, [IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak,
dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh SRI MURWAHYUNI, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., dan Dr.
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H. EDDY ARMY, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota serta SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.Hum. SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.
ttd

DR. H. EDDY ARMY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd
SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001
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